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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi penegaka nhukum dan 

Hak Asasi Manusia, hal ini dikarenakan hukum dan Hak Asasi Manusia saling 

berkaitan satu sama lainnya. Hukum merupakan wadah yang mengatur segala hal 

mengenai perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.
1
 Sehubungan dengan hal 

tersebut maka sudah seyogyanya masyarakat Indonesia mendapatkan 

perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan yang secara nyata dalam aspek 

kehidupan.
2
 Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 bahwa Negara 

Indonesia adalah Negara Hukum, namun ini bermakna bahwa didalam Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, hokum merupakan urat nadi seluruh aspek 

kehidupan. Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan 

masyarakat berbangsa dan bernegara.
3
 

Dalam mewujudkan tujuan Negara Indonesia tidaklah mudah membalikkan 

telapak tangan sebab banyak permasalahan yang harus di hadapi, terutama 

masalah-masalah hukum. Konsekuensi Negara Indonesia Negara Hukum yaitu 

setiap sikap, kebijakan dan perilaku alat negara serta penduduk harus berdasarkan 

hukum sekaligus mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dan arogansi  
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kekuasaan, baik yang di lakukan alat negara maupun penduduk.
4
 

Keberadaan aturan baik yang bersifat formal maupun non formal  yang 

berlaku di masyarakat merupakan suatu kebutuhan yang cukup mendasar. Saat ini 

bangsa Indonesia sedang giat membenahi permasalahan yang sangat penting 

tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pada segala aspek kehidupan, khususnya 

adalah perlindungan terhadap anak di Indonesia. Masalahnya perlindungan anak 

baru menjadi perhatian masyarakat Indonesia  sepanjang tahun 2011, Komisi 

Nasional Perlindungan Anak telah mencatat 2.508 kasus kekerasan terhadap anak. 

Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2010 yakni 2.413 kasus. 

1.020 atau setara 62,7 persen dari jumlah angka tersebut adalah kasus kekerasan 

seksual yang dilakukan dalam bentuk sodomi, perkosaan, pencabulan serta incest, 

dan selebihnya adalah kekerasan fisik dan psikis. Demikian juga dengan angka 

kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Sepanjang tahun 2011 Komisi 

Nasional Perlindungan Anak menerima 1.851 pengaduan anak yang berhadapan 

denga nhukum (anak sebagai pelaku) yang diajukan kepengadilan. Angka ini 

meningkat disbanding pengaduan pada tahun 2010, yakni 730 kasus. Hampir 52 

persen dari angka tersebut adalah kasus pencurian diikuti dengan kasus kekerasan, 

perkosaan, narkoba, perjudian, serta penganiayaan dan hampir 89,8 persen kasus 

anak yang berhadapan dengan hokum berakhir pada pemidanaan atau diputus 

pidana.
5
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Anak merupakan salah satu asset pembangunan nasional, patut 

dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya. Tanpa 

kualitas yang handal dan masa depan yang jelas bagi anak, pembangunan nasional 

dan nasib bangsa akan sulit dibayangkan. Anak sebagai ahli waris dan pemegang 

nasib bangsa, ikut menentukan lajunya proses pembangunan nasional di segala 

bidang. Dalam pembangunan hukum, anak harus dikondisikan secara awal untuk 

memahami hak dan kewajiban masing-masing baik dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pengkondisian ini diperlukan agar 

anaktidak menjadi korban atau objek dalam pembangunan.
6
 

Harapan tersebut dikandaskan dengan kenakalan remaja dan tindak 

kejahatan yang dilakukan anak-anak secara kuantitatif dan kualitatif, semakin 

meningkat. Berdasarkan fenomena yang terjadi ternyata memperlihatkan perilaku 

anak banyak menjurus kepada tindak pidana kejahatan, seperti pemerkosaan, 

pencabulan, pencurian, perkelahian antar pelajar dan lain-lain, sehingga anak-anak 

berhadapan dengan proses hukum yang disamakan dengan orang dewasa. Selain 

itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, bimbingan dan 

pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta 

pengawasan dari orang tua mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan 

lingkungan yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.  

Kejahatan semakin berkembang bentuknya bukan hanya menyangkut 

kejahatan nyawa ataupun yang menyangkut harta benda saja akan tetapi timbul 

kejahatan-kejahatan lain termasuk timbulnya kejahatan yang menyangkut 
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kesusilaan yaitu kejahatan yang berupa tindak pidana seksual yang tidak hanya 

menimpa kalangan orang dewasa saja tetapi juga mulai menimpa kepada anak- 

anak. Kekerasan seksual sendiri merupakan suatu kontak seksual yang berupa 

pemaksaan dan pemaksaan seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak.
7
 

Kejahatan terhadap kesusilaan merupakan bukti nyata perkembangan era 

globalisasi itu sendiri. Salah satu perbuatan yang dilarang oleh hokum yaitu 

hokum pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggolongkan 

tindak pidana persetubuhan kedalam tindak pidana kesusilaan. Persetubuhan 

merupakan salah satu dari kejahatan seksual yang diakibatkan dari adanya 

perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat kita. Kejahatan persetubuhan 

akan berdampak buruk bagi korban apalagi anak yang menjadi korban dari 

kejahatatan kesusilaan, sebab akan melanggar Hak Asasi Manusia yaitu pada 

korban terlebih lagi anak sebagai korban. Dalam pengaturanya perbutan 

persetubuhan atau pencabulan yang mana anak menjadi korban diatur dalam 

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.   

Praktek penegakan hokum terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan 

dihadapkan kepada permasalahan yang pelik, Antara lain, tindak pidana di bidang 

kesusilaan umumnya ditempatkan sebagai delik aduan, untuk menegakkan hokum 

terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan oleh aparat penegak hukum dibutuhkan 

adanya aduan dari pihak pengadu dan pihak pengadu umumya adalah menjadi 

korban dari suatu tindak pidana kesusilaan tersebut. Pengaduan mengenai tindak 

pidana kesusilaan yang dialaminya kepada penyidik sama artinya 
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mempromosikan dirinya sebagai orang yang  cacat susila, meskipun ia menjadi 

korban sekalipun. Dalam tindak pidana kesusilaan, umumnya pelaku dengan 

korban kejahatan memiliki hubungan atau saling kenal yang menyebabkan korban 

enggan untuk melaporkan terjadinya tindak pidana kesusilaan.  

Hal ini berbeda dengan kejahatan lain yang bukan delik kesusilaan, di 

samping keengganan korban untuk melaporkan terjadinya tindak pidana 

kesusilaan, kadang proses pembuktiannya juga sulit yang menyebabkan terjadinya 

penyusutan perkara yang dilaporkan kepada aparat penegak hukum dan hanya 

sebagian kecil yang diadili dan dijatuhi pidana.Tindak pidana kesusilaan dalam 

doktrin hukum pidana termasuk delik personal atau delik subjektif yang oleh 

sebab itu tidak bisa diukur secara objektif, seperti kejahatan pembunuhan dan 

penganiayaan. Tindak pidana kesusilaan dapat digolongkan sebagai tindak pidana 

yang bersifat kultural, artinya tindak pidana kesusilaan sangat erat dengan nilai-

nilai budaya lokal. Oleh sebab itu, dalam praktek penegakan hokum persoalan 

definisi kesusilaan menjadi problem tersendiri.  

Hal yang terpenting yang perlu diperhatikan dalam tindak pidana 

persetubuhan atau pencabulan adalah “pembuktian”. Dalam Pasal 184 ayat (1) 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) 

menyatakan alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat 

petunjuk, dan keterangan terdakwa. Untuk menentukan seseorang dapat dijatuhi 

hukuman pidana sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah (Pasal 183 

KUHAP) sehingga bias terungkap dalam fakta persidangan.   
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Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai 

kewenangan didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hal ini 

dilakukan oleh hakim melalui putusannya baik putusan yang ringan maupun 

putusan yang berat. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan 

banyak hal, baik yang berkaitan dengan perkara yang  sedang diperiksa, tingkat 

perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, pihak korban, keluarganya dan 

rasa keadilan masyarakat.
8
 Putusan hakim mengakibatkan efek jera bagi pelaku 

tindak pidana yang menyerang anak apabila putusan tersebut berdasarkan asas 

keadilan karena anak sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan 

potensi dan penerus cita-cita bangsa yang memiliki peranan strategis dan 

mempunyai ciri serta sifat khusus yang memerlukan pembinaan dan perlindungan 

dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan social 

secara utuh,  selaras, serasi dan seimbang.     

Tindak pidana kesusilaan yang belakangan ini terjadi sangat meresahkan 

masyarakat terutama orang tua yang memiliki anak. Banyak modus yang 

dilakukan oleh para predator anak dalam melakukan perbuatan pencabulan anak 

seperti mengiming-imingi anak dengan sejumlah uang ataupun barang. Perbuatan 

pencabulan yang menimpa anak akan merusak harapan serta masa depan anak 

tersebut, Oleh karena itu, terhadap pelakunya harus diberikan sanksi yang sesuai 

hukum dan rasa keadilan atas perbuatan yang dilakukanya yang mana akan 

menimbulkan efek jera bagi pelaku dan membuat para predator anak akan berpikir 

ulang dalam melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak.   
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Problematika berkenaan dengan tindak pidana asusila terhadap anak timbul 

karena hukuman penjara yang diberikan kepada pelaku tidak membuat orang-

orang takut melakukan hal tersebut, malah semakin banyak pelaku tindak pidana 

perkosaan dan pencabulan terhadap anak. Walaupun telah banyak juga 

perundang-undangan yang mengancam pelaku tindak pidana asusila terhadap 

anak dengan ancaman pidana yang berat, tetapi tetap saja tindak pidana ini terjadi. 

Oleh karena itu dilakukan penelitian mengenai bagaimana perlindungan hukum 

terhadap anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan menurut hukum pidana 

positif saat ini. 

Kaitannya dengan tindak pidana kesusilaan  terhadap anak terdapat Putusan 

Nomor Putusan No. 53/Pid.Sus/2019/PN TMG dalam perkara tersebut terdakwa 

WSP alias BASS bin WALIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan 

telah melakukan tindak pidana, melakukan tipu muslihat, serangkaian 

kebohongan, atau membujuk anak bernama SAR binti MISRUN melakukan 

persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan terdakwa WSP alias 

BASS bin WALIYONO sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 

D jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak sebagaimana Perbuatan terdakwa terbukti memenuhid akwaan 

Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 

Anak dan Pengadilan Negeri Sukadana menjatuhkan pidana dengan pidana 

penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus 

juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara.  
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Selama ini pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku persetubuhan kurang 

memadai bila dibandingkan dengan jahatnya perbuatan pelaku. Praktik Peradilan 

di Indonesia belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan hokum 

terhadap anak. Pada tahap pemeriksaan terhadap korban kejahatan seperti korban 

persetubuhan atau perkosaan dilakukan dengan tidak memperhatikan hak-hak 

asasi korban. Sementara itu, pada tahap penjatuhan putusan hakim, korban 

kembali dikecewakan karena putusan yang dijatuhkan pada pelaku cukup ringan 

atau jauh  dari memperhatikan hak-hak asasi anak. 

Seorang hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan 

kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosifis (keadilan). Seorang hakim 

harus memuat keputusan–keputusan yang adil dan bijaksana dengan 

mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam 

masyarakat. Kepastian hokum menekankan agar hokum atau peraturan ditegakkan 

sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya, ibarat kata Fiat 

Justitia et pereat mundus (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). 

Adapun nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. 

Memutus sebuah perkara dan mempertimbangkan  layak tidaknya seseorang 

dijatuhi pidana, seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan tidak hanya 

berdasarkan bukti-bukti yang ada. Indikatornya dapat ditemukan di dalam 

“pertimbangan hukum” yang digunakan hakim. Pertimbangan hukum merupakan 

dasarar gumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argument hokum 

itu tidak benar dan tidak sepantasnya (proper), maka orang kemudian dapat 

menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil. Jika hal itu terjadi, maka 
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bukan tidak mungkin lembaga peradilan yang seharusnya menjadi gerbang 

keadilan, justru menjadi tempat terjadinya ketidak adilan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam hal ini penulis bermaksud 

untuk melakukan penelitian dengan judul: Analisis Pertimbangan Hakim 

Dalam Memberikan Putusan Perkara Tindak Pidana Kesusilaan Yang 

dilakukan Pria Dewasa Terhadap Anak.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana analisis pengaruh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman 

terhadap hakim dalam membuat pertimbangan hukum terkait tindak pidana 

kesusilaan yang di lakukan oleh pria dewasa terhadap anak? 

2. Bagaimana kendala serta solusi yang di berikan Hakim dalam memberikan 

pertimbangan hukum terhadap tindak pidana kesusilaan yang di lakukan oleh 

pria dewasa terhadap anak? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Setelah mengetahui rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan 

dari penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis pengaruh Undang-Undang 

Kekuasaan Kehakiman terhadap pertimbangan Hakim dalam memberikan 

putusan perkara tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh pria dewasa 

terhadap anak.  
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2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis kendala serta solusi terhadap 

pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan perkara tindak pidana 

kesusilaan yang di lakukan oleh pria dewasa terhadap anak. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Apabila tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas tercapai, penelitian 

ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis 

sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Secara teori hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran bagi peningkatan dan perkembangan di bidang hukum 

khususnya dalam kaitannya dengan Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan 

Putusan Perkara Tindak Pidana Kesusilaan Yang dilakukan Pria Dewasa 

Terhadap Anak. 

2. Secara Praktis 

a. Guna mengembangkan dan membentuk pola piker dinamis, sekaligus 

mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan  ilmu yang sudah 

diperoleh. 

b. Diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti, 

serta dapat digunakan sebagai bahan informasi mengenai Pertimbangan 

Hakim Dalam Memberikan Putusan Perkara Tindak Pidana Kesusilaan 

Yang dilakukan Pria Dewasa Terhadap Anak. 

 

 

 



 

11 

E. KerangkaKonseptual 

1. Kerangka Konseptual 

Alur Pikir Penulisan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hakim dalam memutus suatu perkara 

harus mempertimbangkan kebenaran 

yuridis (hukum) dengan kebenaran 

filosifis (keadilan). 

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) Buku Kedua Bab XIV Tentang 

Kejahatan Terhadap Kesusilaan 

- Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak 

- Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 48 Tahun 2009 Tentang 

Kekuasaan Kehakiman 

 

Praktik peradilan di Indonesia 

belum sepenuhnya memberikan 

jaminan perlindungan hukum 

terhadap anak 

DAS SOLLEN (Seharusnya) DAS SEIN (Kenyataan) 

Pidana yang dijatuhkan terhadap 

pelaku persetubuhan kurang 

memadai bila dibandingkan 

dengan jahatnya perbuatan pelaku 

Teori Kepastian Hukum 

 

 

1. Bagaimana analisis pengaruh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman 

terhadap hakim dalam membuat pertimbangan hukum terkait tindak pidana 

kesusilaan yang di lakukan oleh pria dewasa terhadap anak? 

2. Bagaimana kendala serta solusi yang di berikan Hakim dalam memberikan 

pertimbangan hukum terhadap tindak pidana kesusilaan yang di lakukan 

oleh pria dewasa terhadap anak? 

 

Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Perkara Tindak 

Pidana Kesusilaan Yang dilakukan Pria Dewasa Terhadap Anak 
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2. Pertimbangan Hakim 

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam 

menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung 

keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, di samping 

itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga 

pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. 

Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan 

hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh 

Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.
9
 

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya 

pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang 

paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan 

untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu 

benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. 

Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa 

peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, 

sehingga Nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.
10

 

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga 

memuat tentang hal-hal sebagai berikut : 

a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak 

disangkal.  
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b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut 

semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan. 

c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus 

dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat 

menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat 

dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.
11

 

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan 

kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan 

hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. 

Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana 

hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi 

tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. 

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 

Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 

2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan 

kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama 

dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasanPasal 1 ayat (1) UU No. 48 

Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang 

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 

keadilan berdasarkan pancasila dan Undang-undang Negara Republik 

Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik 
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Indonesia.
12

 Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka 

dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman 

bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstrayudisial, kecuali hal-

hal sebagaimana disebut dalamUndang-undang Dasar 1945. Kebebasan 

dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas 

hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, 

sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. 

Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskanbahwa: kekuasan kehakiman 

dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di 

bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, 

lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan 

oleh sebuah mahkamah konstitusi.
13

 

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak 

memihak (impartial jugde) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah 

tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan 

putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan 

tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya 

perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili 

menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.
14

 

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan 

dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus 

menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan 
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 Andi Hamzah, 1996, KUHP dan KUHAP. Jakarta: RinekaCipta, h. 94 
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kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan 

menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru 

dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim 

dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan 

mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam 

Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu: 

pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu 

perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, 

melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. 

3. Putusan  

Menurut Mukti Arto putusan ialah penyataan hakim yang dituangkan 

dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam siding terbuka untuk 

umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius). 

Sedangkan penetapan ialah juga pernyataan hakim yang dituangkan dalam 

bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam siding terbuka untuk umum 

sebagai hasil dari pemeriksaan permohonan (voluntair).
15

 

Putusan dalam bahasa (Belanda) disebut vonis atau al-Qadlau (Arab), 

adalah produk peradilan yang disebabkan adanya dua pihak yang berlawanan 

dalam berperkara, yaitu “penggugat” atau “tergugat”. Putusan adalah produk 

peradilan yang sesungguhnya (jurisdiction contentiosa), di mana selalu 

memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan 

                                                             
15 Mukti Arto, 1996, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, h. 168. 
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sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, atau melepaskan sesuatau, menghukum 

sesuatu. Jadi dalam diktum vonis selalu bersifat condemnation (menghukum), 

atau bersifat constitutoir (menciptakan). Perintah dari peradilan ini jika tidak 

dilaksanakan dengan suka rela, maka dapat dilaksanakan secara paksa yang 

bisa disebut eksekusi.
16

 

Sedangkan menurut penjelasan pasal UU No. 7 tahun 1989, putusan 

adalah kepeutusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya 

suatau sengketa. Berbeda dengan penetapan yang yang diambil oleh Hakim 

apabila perkaranya adalah permohonan di mana kekuatan penetapannya 

bersifat deklaratoir, putusan diambil oleh hakim apabila perkaranya berupa 

sutau sengketa di mana para pihak saling mempertahankan hak masing-

masing. Jadi perkaranya diperiksa secara contradictoir (timbal balik), 

sehingga putusannya bersifat comdemnatoir (menghukum) pihak yang 

kalah.
17

 

4. Tindak Pidana Kesusilaan 

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda 

strafbaar felt. Dan juga istilah strafbaar feit dalam bahasa Belanda dipakai 

juga istilah lain, yaitu delict yang berasal dari bahasa latin delictum, dalam 

bahasa indonesia dipakai istilah delik. Perkataan “delik” ini berasal dari 

Eropa yang berarti peristiwa (perbuatan) yang dapat dihukum karena 

melanggar undang-undang. Delik atau delict, juga berarti tindak pidana. 
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Istilah tindak pidana sebagai terjemahan strafbaar feit, dalam Bahasa 

Indonesia terdapat juga istilah lain yang dapat ditemukan dalam buku hukum 

pidana dan perundang-undangan hukum pidana yang terkait dengan masalah 

mini, seperti: Peristiwa Pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh 

dihukum, perbuatan yang dapat dipidana, dan pelanggaran pidana.
18

 

Moeljatno mengemukakan bahwa untuk perkataan delik, beliau 

menggunakan istilah “perbuatan pidana”. Menurut beliau “perbuatan pidana” 

adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan disertai 

ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar 

tersebut. Kata “kesusilaan” itu sendiri berarti perihal susila “kesusilaan 

mempunyai pengertian tentang budi bahasa, sopan santun, Keadaban, adat 

istiadat dan tertib yang baik. Didalam prespektif masyarakat kesusilaan itu 

adalah kelakuan yang benar atau salah, Khususnya dalam hal yang 

berhubungan dengan kejadiaan seksual mereka.
19

 

Hukum memandang kesusilaan sebagai tingkah laku, perbuatan, 

percakapan bahkan sesuatu apapun yang harus dilindungi oleh hukum yang 

bersangkutan dengan norma-norma kesopanan demi terwujudnya tata Susila 

dan tata tertib dalam kehidupan sosial masyarakat. Secara umum tindak 

pidana kesusilaan diartikan sebagai tindak pidana yang berhubungan dengan 

(masalah) kesusilaan (etika). Pernyataan ini menunjukkan bahwa menentukan 

batasan atau pengertian mengenai kesusilaan tidaklah sederhana. Batasan- 

                                                             
18 Sofjan Satrawidjaja, 1996, Hukum Pidana, Ctk Pertama, Bandung: CV.Armico, h. 111 
19 Leden Marpaung, 1996, Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya, 
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batasan kesusilaan (Kesusilaan) sangat tergantung dengan nilai-nilai yang 

berlaku dalam suatu masyarakat.
20

 

5. Anak 

Pengertian anak dalam kaitannya dengan perilaku delinkuensi anak, 

biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia, dalam arti 

tingkat usia berapakah seorang dapat dikategorikan sebagai anak.
21

 Anak 

memiliki karakteristik khusus (spesifik) dibandingkan dengan orang dewasa 

dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan, 

oleh karena itu hak-hak anak menjadi penting diprioritaskan.
22

 

Mengenai definisi anak, ada banyak pengertian dan definisi. Secara 

awam, anak dapat dartikan sebagai seseorang yang dilahirkan akibat 

hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan 

perkawinan. Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang 

yang belum dewasa (minderjarig/person under age), orang yang dibawah 

umur/keadaan dibawah umur (minderjarig heid/inferiority) atau biasa disebut 

juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (minderjarige 

under voordij). 

Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia 

kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan 
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 Barda Nawawi Arief, 1996,  Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, h. 13 

21 Paulus Hadisuprapto, 2010, Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya, 

Malang: Selaras, h. 11 
22 PERMEN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I. Nomor 15 Tahun 
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untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang 

digunakan untuk menentukan umur anak. 

Pengertian anak ini menjadi penting terutama berkaitan dengan upaya 

perumusan batasan upaya pertanggungjawaban pidana (criminal 

responsibility) terhadap seorang anak yang melakukan tindak kriminal, dalam 

tingkat usia berapakah seorang anak yang berprilaku kriminal dapat 

dipertanggungjawabkan secara pidana.
23

 Di Indonesia mengenai batasan usia 

tersebut dapat dilakukan penelusuran terhadap beberapa peraturan perundang-

undangan, sebagai berikut: Dalam Pasal 1 Convention On The Rights of The 

Child, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali 

berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh 

sebelumnya. Yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa 

dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu mental, fisik masih belum 

dewasa). 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia 

menjabarkan pengertian tentang anak ialah setiap manusia yang berusia 

dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang 

masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. 

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang 

Pengadilan Anak, pengertian anak adalah orang yang dalam perkara anak 

nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum pernah kawin. 

Namun hal berbeda ditunjukkan dalam lapangan Hukum Tata Negara, hak 
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memilih dalam Pemilu misalnya seseorang dianggap telah mampu 

bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya kalau ia sudah 

mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun. 

 

F. KerangkaTeoritis 

Kerangka teoritis merupakan teori-teori yang digunakan untuk menjawab 

rumusan masalah. Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka konseptual yang 

telah penulis paparkan tersebut diatas, maka teori yang mendukung untuk 

menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah triadism law theory yang 

meliputi pemahaman atas nilai keadilan (aspek filosopis), nilai kepastian (aspek 

yuridis), dan nilai kemanfaatan (aspek sosiologis),
24

 sekaligus penulis 

menggunakan teori kebijakan. Hukum sengaja diciptakan dan dibuat oleh manusia 

untuk diberlakukan, dilaksanakan dan ditegakkan karena tanpa hukum kehidupan 

masyarakat tidak akan berjalan secara baik, masyarakat sendiri juga dibangun 

diatas fondasi hukum.
25

 

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat 

jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya 

yang tertinggi.
26

 Kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau 

butir-butir pendapat, teori tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang 

menjadi bahan perbandingan, pegangan yang mungkin disetujui atau tidak 
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disetujui yang merupakan masukan bersifat eksternal dalam penelitian ini.
27

 Teori 

yang menjadi grand theory dalam penelitan ini adalah teori kepastian hukum.  

Aristoteles dalam bukunya mengatakan bahwa tujuan dari hukum adalah 

menghendaki keadilan semata-mata dan isi dari pada hukum ditentukan oleh 

kesadaran etis mengenai apa yang di katakana adil dan apa yang dikatan tidak 

adil. Hukum memiliki fungsi tidak hanya menegakkan keadilan tetapi juga 

menegakkan kepastian dan kemanfaatan. 

Tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum, 

karena dengan adanya kepastian hukum, fungsi hukum dapat berjalan dan mampu 

mempertahankan ketertiban. Kepastian hukum adalah syarat mutlak setiap aturan, 

persoalan keadilan dan kemanfaatan hukum bukan alasan pokok dari tujuan 

hukum tetapi yang penting adalah kepastian hukum. Menurut teori ini hukum 

mempunyai tugas suci dan luhur ialah keadilan dengan memberikan kepada tiap-

tiap orang apa yang berhak ia terima serta memerlukan peraturan tersendiri bagi 

tiap-tiap kasus. Untuk terlaksananya hal tersebut, maka menurut teori ini hukum 

harus membuat apa yang dinamakan (peraturan/ketentuan umum). Peraturan atau 

ketentuan umum ini diperlukan masyarakat demi kepastian hukum. Kepastian 

hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam 

masyarakat karena kepastian hukum (peraturan/ketentuan umum) mempunyai 

sifat sebagai berikut : 
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1) Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas 

mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan peran alat-

alatnya 

2) Sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja 

Kepastian hukum ditujukan pada sikap lahir manusia, ia tidak 

mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, yang 

diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya. Kepastian hukum tidak 

memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang buruk, 

akantetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan dari sikap batin yang buruk 

tersebut atau menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit. Namun demikian 

dalam prakteknya apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan, maka akan 

kerap kali tidak sejalan satu sama lain. Adapun hal ini dikarenakan suatu sisi tidak 

jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan sebaliknya 

tidak jarang pula keadilan mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum. 

Kepastian hukum sebagaimana keadilan dan kemanfaatan hukum adalah 

sebuah doktrin. Doktrin kepastian hukum mengajarkan kepada setiap pelaksana 

dan penegak hukum untuk (demi terkendalikannya kepatuhan warga agar ikut 

menjada ketertiban dalam setiap aspek kehidupan) mendayagunakan hukum yang 

sama untuk kasus yang sama. Inilah doktrin kaum positivis, yang dikenali pula 

sebagai doktrin yang mengajarkan dan meyakiniadanya status hukum yang 

mengatasi kekuasaan dan otiritas lain, semisal otoritas politik. Inilah doktrin yang 

berkonsekuensi pada ajaran lebih lanjut agar setiap ahli hukum, khususnya yang 

tengah bertugas sebagai hakim, tidak menggunakan rujukan-rujukan normatif lain 
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selain yang terbilang norma hukum guna menghukumi suatu perkara, menurut 

ajaran ini demi kepastian dan jaminan akan kepatuhan, hanya norma hukum yang 

telah diundangkan yang disebut hukum nasional yang positif itu sajalah yang 

boleh digunakan secara murni dan konsekuen untuk menghukumi sesuatu demi 

terwujudnya peradilan yang independent dengan hakim proofesional yang tidak 

memihak.  

Norma hukum jangan dicampuri dengan berbagai pertimbangan yang 

merujuk ke sumber-sumber normatif lain, seperti misalnya norma moral, rasa 

keadilan, ideologi politik, keyakinan pribadi atau apapun lainnya. Di tengah 

kehidupan masyarakat, setiap manusia harus diakui berkedudukan sama di 

hadapan hukum. Namun dalam kenyataan, apa yang dicita-citakan bahwa setiap 

warga Negara berkedudukan sama di hadapan hukum dan kekuasaan itu tidak 

selamanya dapat direalisasikan. 

Teori ini digunakan untuk menciptakan kepastian hukum karena bertujuan 

untuk menciptakan ketertiban dalam penegakkan hukum di masyarakat. Kepastian 

hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk 

norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan 

makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. 

 

G. MetodePenelitian 

Metode Penelitian, pada dasarnya merupakan fungsi dari permasalahan dan 

tujuan penelitian. Oleh karena itu pembicaraan dalam metode penelitian tidak 

dapat lepas bahkan harus selalu berkaitan erat dengan permasalahan dan tujuan 

penelitian. Adapun yang digunakan didalam penelitian ini terdiri dari metode 
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pendekatan, spesifikasi penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan 

data dan teknik analisis data. 

1. Pendekatan Penelitian 

Metode yang diterapkan penulis di dalam penulisan tesis ini yaitu metode 

penelitian hukum yuridis normatif, yaitu metode pendekatan yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum 

doctrinal, yaitu suatu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data 

sekunder. Dilakukan dengan menekankan dan berpegang pada segi-segi yuridis. 

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian 

terhadap data sekunder. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang meliputi 

surat-surat pribadi, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang 

dikeluarkan oleh pemerintah.
28

 Pendekatan normatif ini akan dititik beratkan pada 

masalah yuridis mengenai aturan-aturan hukum mengenai tanah yang ada di 

Indonesia.
29

 

2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitis yaitu suatu 

upaya untuk menganalisis dan menjelaskan masalah-masalah hukum yang 

berkaitan dengan objek, dikatakan deskriptif, maksudnya dari penelitian ini 

diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematik mengenai 

segala hal yang berhubungan dengan aspek-aspek pertimbangan hakim terhadap 

kejahatan kesusilaan yang dilakukan pria dewasa terhadap anak dibawah umur. 

                                                             
28 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat, cetakan kedelapan, Jakarta. Sinar Grafika, 2004, h. 24. 

29
 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta: Granit, 2004, h. 72 



 

25 

3. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data diperoleh dari penelitian kepustakaan yang didukung 

penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan (library research) yaitu menghimpun 

data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang 

meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.
30

 

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni: 

1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Buku Kedua Bab 

XIV Tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan 

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak 

4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang 

Kekuasaan Kehakiman 

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer, seperti: hasil-hasil penelitian dan karya 

ilmiah dari kalangan hukum, yang terkait dengan pelaksanaan lelang 

barang jaminan kredit bank melalui Balai Lelang Negara. 

4. Metode Pengolahan dan Penyajian Data 

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum 

memberikan kesimpulan bagi tujuan penelitian, Sebab data merupakan data 

mentah. Proses pengolahan data tersebut adalah editing yaitu memeriksa data dan 
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meneliti data yang telah diperiksa untuk menjamin data tersebut dapat 

dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya dalam editing 

dilakukan pembetulan data yang keliru dan melengkapi data yang belum lengkap. 

5. Metode Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data 

kualitatif, yaitu analisis data yang tidak mempergunakan angka-angka tetapi 

berdasarkan atas peraturan perundang-undangan, pandanganpandangan nara 

sumber hingga dapat menjawab permasalahan dari penelitian ini. Semua data yang 

diperoleh disusun secara sistematis, diolah dan diteliti serta dievaluasi. Kemudian 

data dikelompokkan atas data yang sejenis, untuk kepentingan analisis, sedangkan 

evaluasi dan penafsiran dilakukan secara kualitatif yang dicatat satu persatu untuk 

dinilai kemungkinan persamaan jawaban. Oleh karena itu data yang telah 

dikumpulkan kemudian diolah, dianalisis secara kualitatif dan diterjemahkan 

secara logis sistematis untuk selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan 

metode pendekatan deduktif. Kesimpulan adalah merupakan jawaban khusus atas 

permasalahan yang diteliti, sehingga diharapkan akan memberikan solusi atas 

permasalahan dalam penelitian ini. 

 

H. Sistematika Penelitian 

Untuk mempermudah dalam memahami isi Tesis ini, maka penulis 

menyajikan dalam rangkaian bab, dimana masing-masing bab terdiri dari sub bab 

yang berisi uraian Tesis secara mendalam disertai teori-teori yang diperlukan 

untuk menganalisa permasalahan. Rencana naskah ini akan tersusun dalam empat 

bab, yaitu: 
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Bab I Pendahuluan, Berisi tentang uraian latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka penelitian, serta 

sistematika penulisan. 

Bab II Tinjauan Pustaka, Berisi uraian tentang tinjauan umum mengenai 

Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim, Tinjaun Tentang Kejahatan Kesusilaan, 

Tinjauan tentang Anak Dibawah Umur dan Perspektif Islam tentang Tindak 

Pidana Kesusilaan. 

Bab III Hasil Penelitian Dan Analisis Berisi tentang hasil penelitian dan 

pembahasan mengenai pengaruh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman 

terhadap hakim dalam membuat pertimbangan hukum terkait tindak pidana 

kesusilaan yang di lakukan oleh pria dewasa terhadap anak dan kendala serta 

solusi yang di berikan Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap 

tindak pidana kesusilaan yang di lakukan oleh pria dewasa terhadap anak. 

Bab IV Penutup, yaitu Bab penutup yang secara singkat akan memaparkan 

kesimpulan-kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah serta 

saran yang di bahas adalah rekomendasi penulis yang dapat menjadi masukan bagi 

perkembangan di bidang yang berkaitan dengan hasil penelitian ini. 

  


